
BEzuTA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR l\rt TAHUN 20 19

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,

DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menirnbang :

WALI KOTA CIMAHI,

bahwa dengan dib erlakukaflnya Peraturan

Menteri Pendidikarl dan Kebudayaan Nomor

20 Tallun 2019 tentang Peruba-han Atas

Peratlrran Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentarlg

Penerirnaan Peserta Didik Baru Pada

Tannan Kariak-kanak, Sekolatr Dasar,

Sekolah Menengah Perta:la, Sekolah

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah

Kejuruan perlu dilakukan penyesuaian

terhadap Peraturan wali Kota Cirnahi

Norrroi 23 Tahun 2019 tentang Penerilnaan

Peserta Didik Bam Pada Tarf1an Kanak-

kanak, Sekolah Dasa.r, dan Sekolah

Menengah Pertaraa yang ditetapkan dengan

Peraturan Wali Kota Cirnahi;
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b. bahwa untuk melaksanakan ketentua-n
Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Cirnahi
Nomor 1O Tahurl 2074 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu untuk
rnenetapkan Peraturan Wa_li Kota tentang
Penerirnaan Peserta Didik Baru pada
Ta.rnan Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolal Menengah Pertarna;

Mengfilgat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO1

tentarrg Pembentukan Kota Cirnahi
(Lembarara Negara RepubLik Indonesia
Tahun 2OO 1 Nomor a9, TarTrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 1 16);

Undang-Undang Nomor 23 Talllur: 2Ol4
tentang Pernerintahan Daeratr (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Norljor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagailalana telah diubatr beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubatran Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pel:nerintahan Daerah (Lelnbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Talllbahan l,erabaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5679);

2.

2 &)y



Peraturan Menteri Perldidikan dan
Kebudayaarr Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerilnaan Peserta Didik Baru Pada

TaJTlan Kanak-kanak, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Perta.rna, Sekolah

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia
Ta]lur} 2018 Nomor 1918) sebagai.rnana

telah diubah dengarr Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20

Tahun 2019 tentang Peruba-han Atas

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerfunaan Peserta Didik Ba.ru Pada

Tarrran Kanak-kanak, Sekolah Dasa.r,

Sekolatr Merrengal. Pertama, Sekolah

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah

Kejuruan (Berita Nega.ra Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 669);

Peraturan Daerah Kota Cima]li Nomor 10

Tahun 2074 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cirnahi

Tahun 2014 Nomor 179)r

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 23

TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA

DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK.KANAK, SEKOLAH

DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,

4.

Menetapkan
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Pasal I

Beberapa ketentuari dalarn Peraturarl Menteri Pendidikan daf1

Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentarag Penerirnaan Peserta
Didik Baru Pada Tarnan Kanak-kanak. Sekolah Dasar. Sekolatr

Menengah Pertana, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah
Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1918) sebagairnana telah diubah dengara Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Perubahara Atas Peraturan Menteri Pendidikarl dan Kebudayaan
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerirnaala Peserta Didik Baru
Pada Tarnan Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menenga-h Atas, dan Sekola?r Menengah Kejuruan
(Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669) diubah

sebagai berikut:

l. Ketentuar Pasal 2 ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebasai berikut:

Pasa-I 2

Sekolah yang diselenggaraftan oleh Pemerintah Daerah

melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.

Pelaksalaal PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. pengumuman pendafta-rar penerimaan calon peserta didik

baru;

u. Pcuq4L44r,

c, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

d. pengumumal penetapan peserta didik baru; darl

e. daftal ulang.

Pengumuman pendafta.ran penerimaan calon peserta didik baru

sebagaimala dimal<sud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh

Sekolah secara terbuka.

Pengumuman pendaJtarar penerimaan calon peserta didik baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit

memuat informasi sebagai berikut:

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

(1)

(2)

(3)

{4)
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b. tanggalpendaftaran;

c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur
prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan
kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam
Dapodik; dan

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi

PPDB.

(5) Pengumuman pendaftaran penerimaal calon peserta didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui papan
pengumuman Sekolah maupun medi a lainnya.

(6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimaia
dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ja_lur

pendafta-ran dalan PPDB.

(7) Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yalrg

dipimpin oleh Kepala Sekolah.

(8) Penetapal peserta didik baru sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

(9) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Sekolah yalg diselenggaralan oleh Pemerintah Daerah dalam

melaksaiakan PPDB dilaratg menambah rua:rg kelas baru.
(2) dihapus.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

( 1) Pendaftara-n PPDB dilal<sanaftan melalui jalur:

a. zonasi;

b, prestasi; darl
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c. perpindahan tugas orang tua/wali.
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

paling sedikit 80% (delapaa puluh persen) dari daya taapung
Sekolah.

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung
Sekolah.

(4) Jalur perpindahal tugas orang tua/wali sebagaimarea
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling baryat< 5% (lima persen)

dari daya tampung Sekolah.

(5) Calon peserta didik dalam satu zonasi hanya dapat memilih 1

(satu) ja_lur pendafta_ran ppDB sebagaimara dimaksud pada

ayat (1).

(6) Selain melakukan pendaftaran ppDB melalui jalur zonasi
sesuai dengan domisili dalam zonasi yang tela_h ditetapka!,
calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran ppDB melalui
jalur prestasi di luaf zonasi domisili peserta didik.

(7) Sekolah dapat menentukan jenis prestasi pada jalur prestasi

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b.

(8) Penentuan jenis prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat lZ)

dilakukai sesuai dengan kebutuha_n sekolah.

(9) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaralg
membuka jalur pendaftaran penerimaat peserta didik baru
selain yarg diatur dalaln Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 20

Kuota zonasi bagi SDN Setiamanah Mandiri 1 mencakup kuota
kesepakatar paling banyak 25Vo d,ai jumlah total kuota
keseluruhan jalur zonasi.

; )er
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5. Ketentuan ayat (1)r ayat (2), ayat {3), dan ayat (4) pasal 21 diubah,
sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam pasal Ia ayat l2l
dikecua_likan untuk SMp Negeri 2 dan SMp Negeri 3.

(2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kuota
kesepakatan paling barrya]< 21o/o dari jumlah total kuota
kesel uruhar jalur zonasi.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan WaIi Kota ini dengaa penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 28 3"n' Zo9

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 28 3unl 21lg

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 4.?9
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5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal 21 diubah,
sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kuota sebagaimana dimaksud datam Pasal 18 ayat (2)

dikecua-likan untuk SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3.

Kuota sebagaimana dimat<sud pada ayat (1) mencakup kuota
kesepakatan paling banyat 2O"/o dan jumlah total kuota
keseluruhal jalur zonasi,

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.

Agaf setiap orang mengetahuinya, memerintalkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Cimahi.

Ditetapkal di Cimahi

pada targga-l

WALI KOTA CIMAHI,

(1)

(2)

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkal di Cimahi

pada tanggal 2Ol9

q. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

AHMAD SA\EFULLOH

BERITA DAERAH KO CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR
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